SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

o 1.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya

pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang melalui peran Unit Pengendalian Gratifikasi,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kota  Besar  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89)



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang, Propinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1-59,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);



16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2017 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor
36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e,
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dengan mengisi
Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi.

(2) Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan Penerima
Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima
gratifikasi, dengan cara:

a. melalui UPG SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi diterima;

b. UPG SKPD melaporkan kepada UPG Kota Semarang paling lambat
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan gratifikasi
diterima;



(3)

(4)

(9)

c. UPG Kota Semarang melaporkan kepada KPK paling lambat 15
(lima belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima;

d. Dalam hal penyampaian formulir pelaporan langsung kepada KPK
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi diterima;

e. Pelaporan Gratifikasi dari UPG Perangkat Daerah kepada UPG Kota
Semarang dapat dilakukan secara daring (online) melalui website:
http:/ / gratifikasi.semarangkota.qgo.id

UPG Kota Semarang menyampaikan laporan sebaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui penyerahan secara langsung atau
melalui pos, e-mail, atau website KPK.

Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memuat data sebagai berikut:

nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
jabatan Pejabat/Pegawai;

tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

uraian jenis Gratifikasi yang diterima;

nilai Gratifikasi yang diterima; dan

;O o0 TP

kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.

Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan
Formulir pelaporan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.

Ketentuan pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) huruf f diubah, sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi
dibentuk UPG.

UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari UPG Kota
Semarang dan UPG Perangkat Daerah.

Susunan keanggotaan UPG Kota Semarang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), terdiri dari:

a. Pengarah :  Walikota

b. Wakil Pengarah :  Wakil Walikota

c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah

d. Ketua : Inspektur

e. Sekretaris . Sekretaris pada Inspektorat

f. Anggota : Aparatur pada Inspektorat dan Perangkat

Daerah yang menangani Kepegawaian


http://gratifikasi.semarangkota.go.id/

(4) Susunan keanggotaan UPG Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), terdiri dari :
a. Penanggungjawab :
b. Ketua

c. Sekretaris
d. Anggota

Kepala Perangkat Daerah

Sekretaris Perangkat Daerah / Kabag TU
pada RSD / Kabag Umum pada
Setwan /Kasubag TU pada Kantor

Pejabat eselon IV Perangkat Daerah

Satu (1) Pejabat/Pegawai pada Perangkat
Daerah

(5) Susunan keanggotaan UPG Kota Semarang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(6) Susunan keanggotaan UPG Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal

18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilakukan
sosialisasi baik kepada Pejabat/Pegawai maupun masyarakat.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

media elektronik maupun

media non elektronik.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
UPG Kota Semarang dan UPG Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd
ISWAR AMINUDDIN

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2022

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SEMARANG

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 46 %

Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004



	Pasal II

